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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian 

Dalam penyelenggaran pemerintah daerah di Indonesia didasarkan 

pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 

bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang 

diatur dengan Undang-Undang.
14

 

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang 

dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta 

mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintahan pusat.
15

 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah 

otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/ 

kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, 
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pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan 

kesejahteraan pegawai.
16

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945.
17

 

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah 

disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan 

DPRD menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan 

daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. 

2. Kewenangan pemerintahan daerah 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada 

daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 

Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta 

memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan 
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desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus 

dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda 

reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya 

merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan 

dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai 

pembangunan.
18

 

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten 

merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan 

pemerintahan propinsi (recidual power). Dengan demikian pemerintah 

daerah mempunai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot 

kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali 

kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. 

Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri 

berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah 

harus melaksanakan kewenangan yaitu : 

a. Pekerjaan umum 

b. Kesehatan 

c. Pendidikan dan kebudayaan 

d. Pertanian  

e. Perhubungan 

f. Industri dan perdagangan 

g. Penanaman modal 
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h. Lingkungan hidup 

i. Pertanahan 

j. Koperasi 

k. Tenaga kerja.
19

 

3. Fungsi pemerintahan daerah 

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat 

daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya 

pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan 

b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 

c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. 

Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keungan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
20

 

4. Asas pemerintahan daerah 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya 

pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam 

pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut : 
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a. Asas sentaralisasi 

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan 

pemerintahan pusat. 

b. Asas desantralisasi 

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia. 

c. Asas dekonsentrasi 

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instnasi 

vertical wilayah tertentu. 

d. Asas tugas pembantuan 

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 

daerah atau desa, dari permerintah propinsi kepada pemerintah 

kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.
21

 

B. Pemberdayaan dan Pengembangan 

1.  Pemberdayaan 

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk 

memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan 

yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni 

pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya 
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keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi 

yang luas dalam kehidupan bernegara. 

Menurut Aziz Muslim mengatakan bahwa, pemberdayaan adalah 

sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara 

transformative, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan 

kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan 

meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.
22

  

Menurut Muammil Sun’an dan Abdurrahman, pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya 

serta berupaya untuk mengembangkannya.
23

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Priyono dan Pranaka di dalam 

Aziz Muslim bahwa, pemberdayaan adalah membantu klien untuk 

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan 

yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi 

hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki 

antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.
24
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Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama 

pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu :  

a. Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih 

kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan 

kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan 

dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan 

setiap pihak.  

b. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan yang 

dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut 

perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang 

sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. 

c. Strategi transformatif, menunjukan bahwa pendidikan massa dalam 

jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan 

diri sendiri.
25

 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : 

Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. 

Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses 

menstimulasi, mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar 
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mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana kegiatan.
26

 

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada 

tiga hal yang harus dilakukan yaitu : 

1) Menciptakan suasan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang yaitu mendorong dan membangkitkankesadaran 

masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang 

telah masyarakat miliki. 

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya 

yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang 

nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian 

modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana 

lainnya.  

3) Melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam 

pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak 

seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah 

melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan 

yang lemah.
27
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Hal yang serupa dikemukakan Suharto Edi, pelaksanaan 

pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima 

pendekatan yaitu :  

a) Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi 

masyarakat mampu berkembang secara optimal.  

b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta 

menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bias menunjang 

kemandirian.  

c) Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya 

persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya 

mengeksploitasi.  

d) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada 

masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam 

kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang 

merugikan.  

e) Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk 

menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
28

 

Kemudian, secara singkat Michael mengemukakan pendapatnya 

yang ia sebut “rencana permainan pemberdayaan” yang merangkum tiga 

kunci menuju pemberdayaan, yakni: Anda mulai dengan bagikan 

informasi yang akurat lalu ciptakan otonomi lewat penetapan batasan-

batasan dan gantikan pola berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola 
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sendiri untuk menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan 

budaya pemberdayaan.
29

 

Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi 

merumuskan strategi pemberdayaan melalui :  

1. Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan sistem ekonomi 

pancasila   

2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan 

parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, 

akses permodalan, teknologi dan akses pasar  

3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi 

rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju) 

dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan 

sumber daya manusia (SDM).
30

 

Sedangkan Pemberdayaan menurut Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang 

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat 

secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha 

terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh 

dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
31
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep 

pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun 

kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup 

maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya 

pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang 

mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya 

berkualitas. 

Di dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah prinsip dan tujuan pemberdayaan adalah : 

a. Prinsip pemberdayaan 

1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha 

mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa 

sendiri 

2) Perwujudan  kebijakan  publik  yang  transparan, akuntabel,dan 

berkeadilan 

3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi  

pasar  sesuai dengan kompetensi usaha mikro,kecil, dan menengah 

4) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah 

5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

secara terpadu.  

b. Tujuan pemberdayaan 

1) mewujudkan  struktur perekonomian nasional yang seimbang, 

berkembang, dan berkeadilan 
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2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, 

kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri 

meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan.
32

 

2. Pengembangan 

Sehubungan dengan pengembangan usaha, hal ini tergantung pada 

kemampuan pengusaha dan pengelolanya dalam usahanya setiap hari. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, 

cara, perbuatan mengembangkan.
33

 

Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

pegawai. Pengembangan lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan 

untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan 

melalui pendekatan yang terintergrasi dengan kegiatan lain untuk 

mengubah perilaku kerja.
34

 

Sedangakan menurut Mangkuprawira menyatakan bahwa 

pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang 

mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. 

Pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan 
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yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi 

mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.
35

 

Menurut Hafsah bahwa pengembangan adalah upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui 

pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri.
36

 

Menurut Moekijat bahwa pengembangan adalah setiap usaha 

memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan 

datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau 

menambah kecakapan.
37

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk 

memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan 

datang memberikan informasi, pengarahan,pengaturan, dan pedoman 

dalam pengembangan usaha. 

Adapun faktor-faktor mempengaruhi pengembangan suatu usaha 

yakni antara lain :
38

 

b. Kepemimpinan 

Faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam 

pengembangan dan kemajuan suatu usaha. Karena kepemimpinan 
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merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain secara sistematis. Di mana seorang pemimpin 

dapat mengayomi para bawahan, menggerakan, dan membimbing 

secara perseorangan maupun bersama-sama. 

c. Permodalan 

Kegiatan melaksanakan atau menjalankan suatu usaha, modal 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha 

tersebut. Di mana modal sangat besar peranannya dalam menunjang 

kelangsungan kegiatan usaha tersebut dalam proses pencampaian 

tujuan. Adapun modal itu sendiri tidak lain suatu hal yang berwujud 

uang atau barang-barang. 

d. Pembinaan 

Pembinaan merupakan tuntutan, bantuan dan pertolongan 

kepada individu atau elompok orang agar dapat menyesuaikan dirinya 

sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan dan mempertahankan 

hidup untuk mencapai tingkat efektivitas tenaga kerja yang baik maka 

perlu adanya pembinaan dari seorang pemimpin. 

e. Pelanggan 

Pelanggan merupakan faktor yang menentukan dalam suatu 

usaha dengan tetap mempertahankan pelanggan bahkan 

meningkatkannya. Untuk mempertahankan pelanggan maka seorang 

menejer usaha harus mampu mengambil kebijaksanaan yang tidak 

mengikat usaha serta pelanggan, seperti dalam peningkatan jumlah 
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produksi, kualitas produksi, perluasan pasar. Hal ini lebih menjaga 

kepercayaan serta pelayanan khusus bagi pelanggan dan konsumen itu 

sendiri. 

f. Lingkungan lokasi 

Faktor pendukung lainnya adalah lokasi usaha yang terletak di 

tempat strategis yakni dekat para pelanggannya. Hal ini sangat 

memudahkan para pelanggan untuk datang ke lokasi tempat usaha, 

sehingga produk yang dihasilkan akan mendapatkan  perhatian dari 

konsumen. 

g. Daya saing 

Pada saat kualitas produksi cukup dengan permintaan 

konsumen yang semakin meningkat dan cepat berubah. Oleh sebab itu 

perusahaan harus mengetahui kondisi pasar, konsumen dan selalu 

melihat permintaan konsumen. Dalam persaingan pemasaran harus 

dapat mempengaruhi calon pembeli dengan cara promosi, namun 

promosi tidak mengetahui perkembangan pasar dan permintaan 

konsumen. Karenanya perusahaan harus memusatkan perhatiannya 

kepada konsumen dan kondisi pasar. 

h. Pemasaran 

Pemasaran adalah meliputi kesekuruhan sistem yang 

berhubungan dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, 

menentukan harga, hingga mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang-barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli, baik 
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yang aktual maupun yang potensial. Oleh karena itu faktor pemasaran 

ini sangat berperan dalam rangka perluasan usaha. Perluasan usaha 

dapat berkelanjutan dengan baik dan hasil produksi dapat laku 

dipasaran, maka perlu memperhatikan keadaan pasar, walaupun hasil 

produksi telah tersedia dan tidak mungkin dapat dipasarkan dalam arti 

perusahaan tidak mampu menganalisa keadaan pasar sudah pasti usaha 

yang dilakukan tidak akan berkembang. 

i. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah kemampuan individu dan 

kelompok manusia yang tercurah secara penuh untuk mendukung 

jalannya satu mata rantai usaha. Berdasarkan uraian ini, mengenai 

sumber daya manusia bila dikaitkan dengan pengembangan usaha 

pembiayaan konsumen, maka, keberadaan kualitas tenaga kerja dalam 

menjalankan pekerjaan sangat diperlukan demi kelancaran suatu usaha 

yang dijalankan. Dengan demikian pengoperasian dan 

perkembangannya suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas, 

keahlian dari tenaga kerja. 

C. Usaha Kecil 

1. Pengertian 

Adapun pengertian usaha kecil menurut Suhardjono adalah adalah 

kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,dan memenuhi kriteria 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha kecil adalah 

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
39

 

2. Kelebihan usaha kecil 

Pada kenyataanya, usaha kecil mampu tetap bertahan dan 

mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi 

maupun berbagai faktor penyebab lainya. Tanpa subsidi dan proteksi 

usaha kecil di Indonesia mampu berperan sebagai buffer (penyangga) 

dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Menurut Harimurti secara 

umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama 

memiliki kelebihan antara lain seperti :
40

  

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan 

memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi 

manajerial seperti marketing , finance dan administrasi).  

2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaanya mungkin tidak memiliki 

keahlian manajerial yang handal.  
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3. Sebagian besar mebuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya 

baru serta barang dan jasa-jasa baru.  

4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.  

5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur.  

6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak 

memiliki rencana jangka panjang.  

7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau 

jasajasanya.  

8. Prosedur hukumnya sederhana.  

9. Pajak relatif ringan.  

10. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.  

11. Mudah dalam proses pendirianya.  

12. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki.  

13. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.  

14. Pemilik menerima seluruh laba.  

15. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive.  

16. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola poduk, jasa 

atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada 

yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.  

17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam 

peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya 

usaha kecil di Indonesia.  
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18. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen 

senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.  

19. Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja 

yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang 

tidak terlalu mahal.  

20. Meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan 

usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moril dan semangat 

berusaha. 

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan kinerja dan daya saing usaha kecil. Pendekatan pertama, 

adalah memberdayakan usaha kecil agar mampu menghasilkan produk dan 

jasa yang berkualitas. Beberapa dimensi kualitas produk adalah:
41

  

a. Kinerja 

Dimensi ini mengenai seberapa baik suatu produk melakukan apa yang 

semestinya dilakukan.  

b. Features 

Menggambarkan pernik-pernik yang melengkapi atau meningkatkan 

fungsi dasar produk.  

c. Keandalan 

Dimensi kualitas ini berkaitan dengan kemampuan prduk untuk 

bertahan selama penggunaan yang biasa.  
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d. Kesesuaian 

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik produk tersebut sesuai 

dengan standar. Untuk konsumen individu, kesesuaian lebih pada 

tercapainya standar-standar subyektif. 

e. Daya tahan 

Daya tahan adalah ukuran umur produk, dan teknologi modern.  

f. Kemudahan perbaikan 

Produk yang digunakan untuk jangka waktu lama sering 

harusdiperbaiki atau dipelihara dan rancangan produk yang 

memudahkan perbaikan menambah nilai produk.  

g. Keindahan 

Kualitas tidak selalu bergantung pada kemampuan fungsional. 

Keindahan suatu produk bagaimana produk tersebut dilihat dan 

dirasakan dapat menjadi dimensi yang penting. 

h. Persepsi terhadap kualitas 

Dimensi ini tidak didasarkan pada produk itu sendiri tetapi pada citra 

atau reputasinya. Iklan, peringkat dari para pakar, dan pendapat teman 

dan keluarga dapat mempengaruhi persepsi kita pada kualitas produk. 

3. Pengembagan usaha 

Di dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa pengembangan usaha dilakukan 

dalam bidang : 
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a. Produksi dan pengolahan 

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a dilakukan 

dengan cara:  

1) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 

manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah 

2) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 

produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 

kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah 

3) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksidan 

pengolahan  

4) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan  

bagi usaha menengah.  

b. Pemasaran 

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara:   

1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran 

2) Menyebarluaskan informasi pasar 

3) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran 

4) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi  penyelenggaraan 

uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan 

promosi usaha mikro dan kecil 
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5) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan 

distribusi  

6) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang 

pemasaran.   

c. Sumber daya manusia 

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c dilakukan 

dengan cara:  

1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 

2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial 

3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 

pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 

motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.  

d. Desain dan teknologi.  

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dilakukan 

dengan:  

1) Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 

pengendalian mutu 

2) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi 

3) Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang 

penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru 
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4) Memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah 

yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan 

hidup  

5) Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh 

sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
42
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